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Abstrak

Sebagai sumber tasyri’ ketiga, objek ijtihad itu adalah segala sesuatu yang tidak diatur
secara tegas dalam nas al-Qur’an dan Sunnah serta masalah-masalah yang sama sekali
tidak mempunyai landasan nas (/ma /a nassa fih). Dalam perspektif pemikiran hukum
Islam (usii/ al-figh) para ulama usu/ menerapkan berbagai metode dalam melakukan
ijtihad hukum. Di mana dalam penerapannya, metode-metode tersebut selalu
didasarkan pada maqasid al-syari’ah (tujuan pensyari’atan hukum). Salah satu corak
penalaran yang perlu dikembangkan dalam upaya penerapan magasid al-syari’ah
adalah penalaran istis/ahi. Corak penalaran istis/ahi adalah upaya penggalian hukum
yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al-Qur’an
dan hadis. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang secara umum
ditunjuk oleh kedua sumber hukum tersebut. Artinya kemaslahatan itu tidak dapat
dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung baik melalui penalaran
bayani atau ta’lili, melainkan dikembalikan kepada prinsip umum kemaslahatan yang
dikandung oleh nass. Dalam perkembangan pemikiran usul fikih, corak penalaran
istislahi ini tampak dalam beberapa metode ijtihad, antara lain dalam metode a/-
maglahah al-mursalah dan sadd al-zari’ah.

Kata kunci: penalaran istislahi, al-maslahah al-mursalah, saddu al-zari’ah, ijtihad,
magqasid al-syari'ah

Abstract

As a third source of law-making, jitihad (individual judgment in a legal question)
includes everything that is not expressly regulated in the texts of the Qur'an and
Sunnah, as well as issues that have absolutely no legal basis (ma /a nassa fih). In the
perspective of Islamic legal thought (usi/ al-figh), Muslim scholars applying various
methods in doing Jitihad, which in practice, these methods are always based on
magqasid al-syari’ah (law-making purposes). One mode of reasoning that needs to be
developed in the effort of applying legal purposes is resting on benefit principles
deduced from the Qur'an and hadis. What is meant by the benefit here is the benefit
that cannot be returned to a verse or a hadis directly either by explanatory or
argumentative reasoning, but returned to general benefit principles contained in the
two sources of law. In the development of Islamic legal thought, the pattern. of
benefit-taking reasoning (istis/ahi) is evident in some of the methods of ijtihad, such
~ as the methods of a/-maslahah al-mursalah (deduced benefit) and saddu al-zari’ah
(avoiding harm).

Keywords:  istisiahi reasouing, al-maslahah al-mursalah, saddu al-zari’ah, ijtihad,
magqasid al-syari'ah
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A. Pendahuluan

Pembicaraan tentang
pembentukan atau pengembangan hukum
-yang dalam istilah usul fikih disebut
ijtihad- tidak bisa dipisahkan dengan
perubahan-perubahan sosial (transformasi
sosial) yang terjadi dan berlangsung
dalam kehidupan masyarakat dari zaman
ke zaman. Perubahan-perubahan tersebut
terjadi baik karena adanya permasalahan-
permasalahan yang baru sama sekali
maupun karena permasalahan yang telah
terjadi di masa yang lalu yang belum
terselesaikan. Sehingga di sinilah ‘peran
hukum Islam untuk menunjukkan
kerelevanan dan kefleksibelannya dalam
setiap waktu dan di segala zaman.'
Secara umum ijtihad itu dapat dikatakan
sebagai suatu upaya berpikir serius secara
optimal dan maksimal dalam menggali
hukum Islam dari sumbernya untuk
memperoleh kepastian jawaban terhadap
permasalahan hukum yang muncul dalam

masyarakat.
Ijtihad dalam pengertian
demikian,  adalah  upaya  untuk

mengantisipasi tantangan-tantangan baru
yang senantiasa muncul sebagai akibat
sifat evolusioner kehidupan. Di sini,
peran manusia sebagai khalifah Tuhan
dituntut untuk senantiasa berpikir, tetapi
bukan dalam pengertian berpikir bebas
tanpa kontrol, ia harus berpikir dalam

batas-batas  bingkai  Islam, yakni
senantiasa terkait dengan makna al-
Qur’an dan Sunnah.

Sekalipun demikian, antara upaya
itihad di satu pihak dan tuntutan
perubahan sosial di pihak lain terdapat
suatu interaksi yang tidak bisa
dipisabkan, Ijtihad, baik langsung
maupun tidak langsung dipengaruhi oleh
perubahan-perubahan sosial yang salah
satu  diantaranya diakibatkan oleh
perkembangan dan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, sedangkan
hal yang perlu disadari adalah bahwa
perubahan-perubahan sosial itu harus
senantiasa diberi arah oleh hukum,
sehingga perubahan-perubahan sosial
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tersebut. dapat mewujudkan kebutuhan
dan kemaslahatan bagi umat manusia,

bukan malah sebaliknya.
Walaupun secara umum
sebenarnya pe¢rubahan masyarakat atau

perubahan soial itu ada yang mempunyai
akibat menguntungkan dan membawa
pengaruh positif, yang berarti membawa
kemajuan danéperkel_nbangan (progress),
tetapi ada juga perubahan sosial yang
mempunyai jjakibat merugikan dan
membawa pengaruh negatif, yang berarti
membawa kemunduran (regress),” seperti
banyak terjadi perubahan sosial yang
menjadikan ipasyarakat tenggelam di
dalam persoalan-persoalan yang
dihadapinya dan tidak dapat mengambil
suatu sikap yhng tepat terhadap keadaan
yang baru itu.,;

Dalany| sosiologi hukum, bukum
dalam posisi di atas dituntut untuk dapat
memainkan. geranan ganda yang sangat
penting. Pertama, hukum dapat dijadikan
sebagai alat kontrol sosial (social control)
terhadap pqtubaha.n—pcrubahan yang
terjadi dalam kehidupan manusia. Kedua,
hukum dapal dijadikan sebagai alat
rekayasa sosial (social change), dalam
rangka mewujudkan kemaslahatan umat
manusia sebagai tujuan hakiki hukum itu
sendiri.* |
Tujuaﬁ. yang demikian itu terdapat
pada semua Eisistcm hukum, termasuk
dalam hal ifii hukum Islam. Bahkan,
karena hukuin Islam didasarkan pada
wahyu, hukum Islam itu mempunyai
perbedaan dziil keistimewaan tersendiri
dibandingkan!fengan sistem hukum yang
Jainnya.’ S%: ingga tidak menuntut
kemungkinan: hukum Islam itu akan
dijadikan ‘sebagai pertimbangan dan
rujukan dalang memecahkan masalah dan
menetapkan Hukum atas suatu masalah
oleh masyarakat dunia, tidak hanya oleh
mereka yang beragama Islam saja.

Sebagai suatu sistem hukum yang
berdasarkan ‘ywahyu, hukum Islam
mempunyai tujuan yang jelas, yaitu untuk
‘mewujudkan i kemaslahatan manusia di
dunia dan ke%ahagiaan di akhirat. Tujuan
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perwujudan ini sangat ditentukan oleh
keharmonisan hubungan antara manusia
baik secara individu maupun kolektif
(habl min al-nas), serta hubungan
manusia dengan alam sekitarnya (hab/
min al-‘alam). Di atas semuanya itu
ditentukan juga oleh ada atau tidaknya
keharmonisan hubungan antara manusia
sebagai makhluk dengan Allah sebagai
Zat Pencipta (habl min Allah).°

Dalam rangka mewujudkan
harmonisasi hubungan-hubungan tersebut
di atas, Allah Swt. memberikan pedoman
berupa aturan-aturan hukum. Aturan-
aturan hukum tersebut berisi peraturan
yang mengatur hubungan manusia
dengan Tuhan dalam masalah akidah dan
ibadah terdiri dari nash (al-Qur’an dan
Hadis) yang rinci, memiliki daya ikat dan
validitas yang kuat bersifat gat 7 (pasti).’
Oleh karena terdapat pengaturan yang
gat7, dalam hal ini manusia tidak
diperbolehkan melakukan perubahan-
perubahan dan pengembangan serta
interpretasi lain selain yang dimaksud
oleh Syari’ sedikit pun. Dalam hal ini
adalah bidang ‘aqidah, ibadah wajib
(mahdah) serta bidang yang berkaitan
dengan kehidupan sosial kemasyarakatan
yang telah diatur secara rinci oleh nass.
Dengan kata lain, dalam bidang ini tidak
boleh ada campur tangan manusia sedikit
pun, yang dengan sendirinya bidang-
bidang tersebut bukanlah merupakan
lapangan ijtihad.

Berbeda dengan masalah-masalah
tersebut di atas, maka masalah
mu’amalah atau sosial kemasyarakatan
dalam arti yang luas, aturan-aturan
hukumnya dinyatakan oleh Allah dalam
bentuk garis-garis besarnya saja (mujmal)
dan bersifat zanns (tidak pasti). Betitik
tolak dari garis-garis besar tersebut,
manusia dengan potensi akal yang
dianugerahkan Allah kepadanya, diberi
“kebebasan” dan “keleluasaan” untuk
mencari alternatif-alternatif pemecahan
terhadap permasalahan-permasalahan
kehidupan yang dihadapinya dalam
kehidupan sehari-hari selama tidak
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bertentangan dengan prinsip dan jiwa
Islam itu sendiri.®

Salah satu tujuan diberikannya
kebebasan kepada manusia untuk mencari
alternatif pemecahan terhadap
permasalahan-permasalahan  kehidupan
sosial kemasyarakatan adalah untuk
merealisasikan kemas-lahatan manusia
itu sendiri. Kemaslahatan dan kebutuhan
manusia tidaklah tetap, melainkan
senantiasa ~ mengalami  perubahan-
perubahan. Dimana perubahan-perubahan
itu terjadi disebabkan oleh beberapa
faktor, antara lain karena kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena pengaturan sebagian
besar masalah sosial kemasyarakatan
dalam hidup dan kehidupan manusia
adalah dengan nass-nass dalam bentuk
pokok-pokok (ijmal)nya saja, maka
masalah sosial kemasyarakatan ini
menjadi lapangan ijtihad.” Dalam bidang
ini, kita dapat melihat bagaimana
dinamika  hukum  Islam  dalam
mengantisipasi dan mengatasi
perkembangan dan perubahan yang
terjadi dalam masyarakat dalam berbagai
bidang. Ini tidaklah berarti bahwa
masalah sosial kemasyarakatan tidak
mengandung dimensi ibadah. Akan
tetapi, pembagian tersebut lebih ditujukan
untuk memberikan penekanan terhadap
masalah-masalah yang tidak menerima
perubahan dan pengembangan dengan
berbagai metode ijtihad dan
pertimbangan yang diterapkan.

Jadi, dapat dikatakan bahwa jiwa
dan prinsip hukum Islam bersifat
konstan, permanen, dan stabil, tidak
berubah sepanjang masa, betapa pun
kemajuan peradaban manusia. Sementara
itu, peristiwa hukum, teknis, dan cabang-
cabangnya  mengalami  perubahan-
perubahan, berkembang sejalan dengan
perkembangan zaman. Sehingga dengan
tetap teguhnya jiwa dan prinsip hukum,
dibarengi dengan terbuka lebarnya
perubahan dan perkembangan cabang-
cabangnya, terjaminlah modernisasi dan
kemajuan ilmu pengetauan secara leluasa,
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dengan tetap dilandasi oleh noyma hukum
yang ketat dan kuat. Dengan adanya
perubahan dan perkembangan
. masyarakat, cabang-cabang hukum Islam
di bidang mu’amalah semakin bertambah

materi hukum-nya, semakin banyak
perbendaharaannya dan semakin
sempurna pembahasannya.

Dengan kata lain, sebagai sumber
tasyri’ ketiga, objek ijtihad itu adalah
segala sesuatu yang tidak diatur secara
tegas dalam nash al-Qur’an dan Sunnah
serta masalah-masalah yang sama sekali
tidak mempunyai landasan nash (ma fa
nassa 1ih).

Dalam  perspektif  pemikiran
hukum Islam (usu/ al-figh) para ulama
usul menerapkan berbagai metode dalam
melakukan ijtihad hukum. Metode-
metode yang diterapkan itu antara lain,
adalah givas, istisiah, istishab dan ‘urf.'®
Di mana dalam penerapannya, metode-
metode tersebut selalu didasarkan pada
magqasid al-syari’ah (tujuan pensyari’atan
hukum).

" Selanjutnya, dalam  melihat
metode ijtihad apa yang harus
dikembanglanjutkan dan kemungkinan
peranan maqasid al-syari’ah yang lebih
besar dalam metode tersebut, penelaahan
yang dilakukan harus bertitik tolak dari
objek ijtihad itu sendiri. Dimana dalam
penelaahan itu pada akhirnya ditemukan
adanya dua macam corak penalaran yang
perlu  dikembangkan dalam upaya
pencrapan magqasid al-syari’ah. Dalam
dua corak itu terdapat metode-metode
ijtihad yang perlu dikembangkan. Kedua
corak itu adalah corak penalaran fa’//7,
dan corak penalaran istis/ahi"'

Berdasarkan uraian di atas itulah,
pada akhirnya diperlukan adanya suatu
pembahasan secara mendalam dan
tersendiri dalam kaitannya dengan corak
penalaran yang perlu dikembangkan
dalam upaya penerapan magasid al-
syari’ah. Dalam pembahasan ini hanya
akan dijelaskan tentang penalaran
Istislahi saja.
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Upaya |
Syari’ah |
Coraki| penalaran istis/ahi adalah

upaya penggétian hukum yang bertumpu
pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang
disimpulkan dari al-Qur’an dan hadis.’
Artinya kemaslahatan yang dimaksudkan
di sini adalalij kemaslahatan yang secara
umum ditunjuk oleh kedua sumber
hukum tersebljt. Artinya kemaslahatan itu
tidak dapat {ikembalikan kepada suatu
ayat atau hidis secara langsung baik
melalui penalaran bayani atau ta’lil,

melainkan dikembalikan kepada prinsip

umum kemaslahatan yang dikandung
oleh nas. v

Dalami perkembangan pemikiran
usul fikih, ct}rak penalaran Jstislahi ini
tampak dalaﬁ{ beberapa metode ijtihad,
antara lain d:;Fm metode al-maglahah al-

mursalah dan saddu al-zari’ah, Dan
kedua metode, inilah yang akan diuraikan

dalam -pernb'ahlasan ini.

C. Al-Magalifi al-Mursalah

Telah !

disinggung dalam bahasan

tentang relevansi Jstifsan di masa kini

dan mendata

g, bahwa dewasa ini dan

lebih-lebih 1a
permasalahan

i pada masa mendatang
kehidupan manusia akan

semakin cepat berkembang dan semakin
kompleks. ermasalahan  itu  barus
dihadapi umgat Islam yang menuntut
adanya jawaban penyelesaiannya dari
segi hukum, {Semua persoalan tersebut,
tidak akan djpat dihadapi kalau hanya
semata mengandalkan pendekatan dengan
cara atau metode lama (konvensional)

yang digunak:
Kita 3

menemukan ‘{la

syarak untuk!
kasus

n ulama terdahulu.

Kan dihadapkan kesulitan
il nass atau petunjuk
mendudukkan hukum dari

(permasalahan) yang muncul.

Untuk kasus}
akan kesuli
metode  qi
hukumnya,

tertentu kemungkinan kita
untuk  menggunakan
as dalam  menetapkan

arena tidak dapat ditemukan

padanannya &!alam nass. (al-Qur’an dan

. ! Kutbuddin Aibak
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Sunnah) atau ijmak ulama, sebab jarak
waktunya sudah begitu jauh. Selain itu,
mungkin ada beberapa persyaratan giyas
yang sulit terpenuhi.

Dalam kondisi demikian, kita
akan berhadapan dengan beberapa kasus
(masalah) yang rasional (‘aqliyah) dapat
dinilai baik buruknya untuk menetapkan
hukumnya, tetapi tidak (sulit)
menemukan dukungan hukumnya dari
nash. Dalam upaya untuk mencari solusi
agar seluruh tindak tanduk umat Islam
dapat ditempatkan dalam tatanan hukum
agama, magslahah mursalah itu dapat
dijadikan salah satu alternatif sebagai
dasar dalam  berijtihad. Untuk
mengeliminasi (mengurangi) atau
menghilangkan  kekhawatiran  akan
tergelincir pada sikap semaunya dan
sekehendak hawa nafsu, maka dalam

berijtihad dengan menggunakan
mashlahah mursalah itu sebaiknya
dilakukan secara bersama-sama.

Sebagaimana dalam pembahasan
di atas telah dijelaskan bahwa pengertian
mashlahah secara istilah atau terminologi
adalah manfaat yang dikemukakan oleh
al-Syari’ dalam menetapkan hukum
untuk hambanya dalam usaha
pemeliharaan  agama,  jiwa, akal,
keturunan dan harta."?
Urgensi kemaslahatan terdapat
pada semua bentuk hukum, baik hukum-
hukum yang berdasarkan wahyu seperti
hukum Islam maupun hukum yang bukan
didasarkan pada wahyu, walaupun
penckanan dari masing-masing hukum
tersebut berbeda. Perbedaan itu berkaitan
dengan hukum Islam  merupakan
keistimewaan hukum Islam itu sendiri.
Perbedaan dan keistimewaan itu adalah:'*
a. Pengaruh kemaslahatan hukum Islam
tidak terbatas waktu di dunia, tetapi
juga memberi pengaruh pada
kehidupan  akhirat. Hal ini
disecbabkan oleh karena syari’at
Islam itu sendiri diciptakan untuk
kebahagiaan dunia dan akhirat.

b. Kemaslahatan yang dikandung oleh
hukum Islam, tidak saja berdimensi
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materi (maddi) akan tetapi juga
immateri (rufi) terhadap manusia.

c. Dalam hukum Islam, kemaslahatan
agama merupakan dasar  bagi
kemaslahatan-kemaslahatan yang
lain. Hal ini mengandung arti bahwa
apabila terjadi pertentangan antara
kemaslahatan yang lain dengan

kemaslahatan agama, maka
kemaslahatan agama tidak boleh
dikalahkan atau dikorbankan.

Keterkaitan kemaslahatan dengan
dua orientasi, yaitu duniawi dan ukhrawi
merupakan sesuatu yang melekat dalam
hukum Islam. Izuddin ibn Abd al-Salam
sebagaimana yang dikutip oleh Bakri
mengatakan bahwa kemaslahatan itu
untuk dunia dan akhirat. Apabila
kemaslahatan itu hilang, maka rusaklah
urusan dunia dan akhirat. Apabila ke-
mafsadat-an muncul hancurlah
penghuninya.'?

Senada dengan hal tersebut, al-Syatibi
mengatakan bahwa:

Lot Aadlinal) dldally o Lokl el

16,6 Blodl Wl Bodl B o 0 )
“Kemashlahatan yang harus diwujudkan
dan  ke-mafsadat-an  yang  harus
dihapuskan, menurut syarak harus

diarahkan pada tegaknya kehidupan
dunia dan akhirat.”

]

Penjelasan  tersebut di atas
menggambarkan kemaslahatan secara
substansial. =~ Permasalahannya  yang
muncul adalah bagaimana legalitas yang
menunjukkan bahwa sesuatu itu dianggap
sebagai sesuatu mashlahah. Dalam
pemikiran usul fikih terdapat tiga cara
penentuan legalitas mas/ahah yang
sekaligus membagi mas/ahah kepada tiga
macam. Ketiga macam cara penentuan
legalitas maslahah itu adalah sebagai
berikut:"’

a. Maslahah yang legalitasnya
berdasarkan tunjukan dari suatu nass

Nass itu sendiri -dalam bentuk
‘illah- menyebut sesuatu itu dianggap
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Sebagai suatu’ maslahah. Ini yang disebut
masiahali mu'tabarah. Pemeliharaan jiwa
manusia misalnya, ‘merupakan
kemaslahatan yang harus diwujudkan.
Keharusan perwujudan i ditunjukkan
-oleh Tuhan sebagai a/-Syari’ dalam al-
Qur’an, yaitu sebagaimana yang
termaktub dalam surat al-Bagarah [2]
ayat 178 yang menyatakan tentang
pelaksanaan hukum qisas.

Demikian juga dengan
pembebanan hukuman terhadap pencuri,
yang dalam al-Qur’an disebutkan dalam
surat al-Ma’idah [5] ayat 38; dimana hal
ini merupakan realisasi dari kemaslahatan
pemilikan harta benda yang ditunjukkan
oleh al-Syari’. Sedangkan dalam rangka
menjaga kemaslahatan keturunan dan
kehormatan manusia, Tuhan sebagai al-
Syari’ mela:ang untuk mendekati zina,
Kemaslahatan ini sebagaimana yang
temaktub dalam surat al-Isra’ [17] ayat
32.

Dalam  transaksi  ekonmomi,
misalnya, keharusan adanya persaksian
vang adil adalah dalam upaya
mewujudkan bentuk-bentuk mu’amalah
dan mekanisme niaga yang jujur dan
membawa kemaslahatan bagi kedua belah
pihak. Masih banyak contoh yang dapat
dikemukakan di sini untuk menunjukkan
maslahah mu’tabarah.

b. Masiahah vyang ditolak legalitasnya
oleh al-Syari’.

Artinya manusia memandang
bahwa sesuatu itu mengandung suatu
kemaslahatan, akan tetapi al-Syari’
menolak atau membatalkan kemaslahatan
tersebut dengan melalui penunjukkan
dalam nas.

Contoh yang populer dalam
literatur-literatur usul fikih adalah fatwa
seorang fagih al-Lays tentang seorang
‘raja  yang melakukan persetububan
*dengan isterinya pada siang hari di bulan
Ramadhan, Hukum yang ditetapkan oleh
fagih “terhadap raja tersebut adalah
melaksanakan puasa dua bulan berturut-
turut sebagai ganti * kewajiban
memerdekakan budak. Menurut sang
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faqih, bagi ' seorang raja keharusan
-memerdekakdn budak sebagai sanksi
hukum ‘tidak:*akan mampu memberikan
dampak positif schingga ia dapat
menghormati.” bulan Ramadhan dan
menjalankan | ibadah puasa. Hal ini
disecbabkan oleh mudahnya seorang raja
memerdekakdn budak karena kondisi
kehidupannya: yang serba mewah. Oleh
karenya kehdfusan berpuasa dua bulan
berturut-turut sebagai sanksi pada urutan
kedua sebagaimana yang ditegaskan oleh
nas harus didahulukan pelaksanaannya
karena dapat: mewujudkan kemaslahatan
sebagai tujuan’ hukum.

Kemaslahatan seperti ini oleh
jumhur ulama dikategorikan sebagai
maslahah yang dibatalkan oleh al-Syari’,
karena bertentangan dengan urutan yang
terdapat dalam nass.

Pengkategorisasian maslahah
mulghah yang dilakukan oleh jumhur
terhadap fatwa fagih al-Lays tentang raja
yang melakukan persetubuhan di siang
hari bulan Ramadhan, tampaknya dari
teks mass memang beralasan. Nammun
apabila kita‘ bertolak dari tujuan
pensyari atan‘hukum, maka fatwa ulama
besar murid Imam Malik itu patut untuk
dlpertlmbangkan. Itu pulalah sebabnya
terhadap had1s yang berkaitan dengan
seorang yang' 'nelakukan persetubuhan di
siang hari pada bulan Ramadhan itu,
berkembang pendapat di kalangan ulama
antara menerapkan hadis tersebut secara
berurutan {tartib) dan memilih (takhyir).
¢. Maslahah yang tidak terdapat legalitas

nass baik terhadap keberlakuan
maupun kcﬁdakberlakuannya

Artinyd dalam hal ini tidak ada
tunjukan nass baik dalam tingkat macam
maupun pada tingkat jenis. Posisinya
yang tidak méhdapat legalitas khusus dari
nass  tentang keberlakuan dan
ketidakberlakuannya, maka mas/ahafr ini
disebut mas/ahah mursalah atau masalih
al-mursalah. ‘Mursalah artinya lepas dari
tunjukan nas secara khusus.

Terhadap masiahah bentuk ketiga
ini, selain disebut a/-masalih al-mursalah
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disebut juga istis/ah'® dan istidlal al-
mursal."”” Inti dari istilah yang berbeda itu
adalah sama, yaitu tidak terdapatnya dalil
khusus yang menjadi dasar maslahah
tersebut.

Dalam perspektif kesejarahan
hukum Islam, contoh al-masalifi al-
mursalah yang selalu dikedepankan
adalah pemberlakuan penjara, pencetakan
uang dan penetapan pajak terhadap
pemilik tanah pertanian dan pajak
penghasilan.”® Di samping itu terdapat
contoh yang sangat populer dalam sejarah
yaitu pembukuan mushafal-Qur’an.

Di kalangan wulama terdapat
perbedaan pendapat tentang kehujjahan
atau kekuatan hukum dari al-masalih al-
mursalah ini. Sebagian ulama menolak
penggunaan masalih al-mursalah sebagai
dasar penetapan hukum. Al-Syafi’i
adalah termasuk kelompok yang menolak
metode ini. Penggunaan metode al-
masalih al-mursalah ini, sama dengan
menganggap bahwa Tuhan luput dari
membicarakan sebagian dari
kemaslahatan makhluk ketika
menetapkan hukum. Ini bertentangan
dengan firman Allah dalam surat al-
Qiyamabh [75] ayat 36:

S 855 0 DL k)

“Apakah manusia mengira, bahwa ia
akan dibiarkan begitu saja (tanpa
pertanggungan jawab)? "'

Dengan ayat tersebut tampaknya
al-Syafi’i ingin mengatakan bahwa Tuhan
telah menyebutkan dalam al-Qur’an
semua maslahah yang dapat digali
dengan metode ijtihad yang paling dekat
dengan al-Qur’an, yaitu al-Qiyas.

Berbeda dengan al-Syafi’i, Imam
Malik mempergunakan al-masalil al-
mursalah dalam menetapkan hukum.
Bagi Imam Malik metode ini tidak keluar
dari cakupan nass, walaupun mas/ahah
tidak ditunjuk oleh nass yang khusus,
namun seseuai dengan tindakan syarak
yang dasar hukumnya disimpulkan dari
sejumlah nass yang menunjukkan kepada
prinsip-prinsip umum. Ini merupakan
dalii yang kuat. Untuk menetapkan

al-manahij - -
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hukum atas dasar al-masalih al-mursalah
menurut Imam Malik tidaklah tanpa
kriteria atau syarat. Imam Malik
menetapkan tiga syarat bagi suatu al-
masalih al-mursalah. Pertama,
terdapatnya persesuaian antara mas/ahah
itu dan magqasid al-syari’ah serta tidak
bertentangan dengan dasar hukum yang
lain. Kedua, substansi dari masl/ahah itu
logis. Ketiga, penggunaan mashlahat
tersebut bertujuan untuk menghilangkan
kesempitan umat manusia.”

Untuk mengetahui kedudukan al-
masalih al-mursalah dalam pandangan
ulama, tampaknya memang harus
dikaitkan dengan analisis magasid al-
syari’ah. Analisis terhadap kaitan antara
al-masalih al-mursalah dan magqasid al-
syari’ah dapat melahirkan dua dampak
positif. Pertama, dapat menampakkan
titik temu perbedaan pendapat antara
ulama yang menggunakan al-masalil al-
mursalah. Kedua, analisis keterkaitan ini
dapat menunjukkan bahwa betapa
pentingnya maqasid al-syari’ah dalam
rangka penajaman analisis metode al-
masalih al-mursalah sebagai corak
penalaran istis/fahi untuk memecahkan
permasalahan-permasalahan hukum
dalam Islam.

Dalam  hubungannya dengan
dampak yang pertama, yakni titik temu
perbedaan pendapat ulama, amat penting
dan menarik untuk mengemukakan
pendapat Imam al-Ghazali, seorang
ulama Syafi’iyah yang dapat dikatakan
mewakili pemikiran Imam al-Syafi’i yang
menentang penggunaan al-masalih al-
mursalah. Menurut Imam al-Ghazali,
apabila yang dimaksud dengan mas/ahah
adalah dalam rangka memelihara dan
mewujudkan tujuan syarak, maka tidak
perlu diperselisihkan, bahkan harus
diikuti karena ia merupakan hujjah.”?
Oleh karenanya Abu Zahrah misalnya
langsung mengaitkan magqasid al-syari’ah
dengan batasan al-magsalih  al-
mursalahnya. Bagi Abu Zahrah suatu
kemaslahatan harus sesuai dengan
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maksud-maksud pembuat hukum secara
umum,*

Senada dengan pendapat di atas,
Muslehuddin  -yang  sekaligus = juga
memberikan perluasan terhadap
pandangan Abu Zahrah- menyatakan
bahwa teori al-masalih al-mursalah
terikat terhadap konsep bahwa syari‘at
ditujukan untuk kepentingan masyarakat
dan berfungsi memberikan kemanfaatan
dan  menghilangkan  kemadaratan.®®
Keterkaitan maqgasid al-syari’ah secara
tegas dinyatakan oleh al-Syatibi., Setiap
kemaslahatan vyang tidak ditunjukkan
oleh nas secara khusus, akan tetapi hal itu
sesuai dengan tindakan syara’, maka
masiahah seperti ini dapat menjadi dasar
hukum, namun demikian al-Syatibi
membatasi lapangan peranan al-masalih
al-mursalah dalam arti pengembangan
hukum untuk sebagian besar bidang
mu’amalah. Uraian di atas di samping
memperlihatkan titik temu perbedaan
pendapat para ulama tentang al-masalil
al-mursalah, juga menampakkan muatan
inti dari al-masalih al-mursalah it
sendiri.”®

Karena urgensi pertimbangan
maqasid al-syari’ah yang begitu jelas,
maka -bagi al-Syatibi- penajaman metode
ijtihad al-masalifi al-mursalah sebagai
corak penalaran istis/ahf dapat dilakukan
dengan pemahaman magasid al-syari’ah
itu sendiri.

Dalam hubungannya dengan al-
masalih al-mursalah menurut al-Syatibi
dapat dikembangkan metode al-sukut ‘an
syar’iyyah al-‘amal ma’a qgivam al-ma’na
al-mugtada Jah (bersikap diam dari

pensyari’atan  sesuatu yang pada
hakikatnya berdampak positif).?
Al-Masalili al-mursalah sebagai

kemaslahatan yang tidak memiliki
legalitas mass secara khusus dapat
dianalisis lebih lanjut melalui metode a/-
sukut ‘an syar’iyyah al-‘amal ma’a
giyam al-ma’na al-mugtada lah pada
umumnya dan metode al-sukut ‘an syar’i
li annahu la da’iya lah (diam karena
tidak ada motif) khususnya. Tidak
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terdapatnya ketetapan khusus dari Syars’
tentang suatu kemaslahatan adalah karena
tidak adanya motif yang mendorong
Syari’ untuk memberikan ketetapan
hukum. Namun hal ini tidak berarti
bahwa kemaghlahatan yang muncul pada
rentang waktu kemudian bertentangan
dengan tujuyan pensyari’atan hukum.
Justru, mungkin harus dimasukkan ke
dalam kategori kemashlahatan yang
ditunjukkan ‘oleh prinsip-prinsip umum
yang ada dalam syari’at.

Dalam. karyanya al-I’tisam, al-
Syatibi banyak mengemukakan contoh
al-masalifi al;mursalah yang ia kaitkan
secara erat dengan maqasid al-syari’ah,
antara lain ;;tentang pentadwinan al-
Qur’an dan kesaksian anak-anak.”®

Dalani, masalah pentadwinan atau
kodifikasi al:Qur’an ini memang tidak
ada nas yang memerintahkannya. Akan
tetapi juga fidak terdapat nass yang
melarangnya.iiSikap diam al-Syari’ ini
dapat diduga ‘t)ahwa pada waktu itu tidak
ada motif yang menjadi pendorong
keharusan {pentadwinan  al-Qur’an.
Pentadwinan } yang terjadi kemudian
tidaklah bertentangan dengan al-Syari”.

Sedangkan dalam  masalah
kesaksian  ‘anak-anak, atas  dasar
kemaslahatan| Ikesaksian anak-anak dapat
dipertimbangkan oleh hakim dalam
memutuskan !isuatu perkara, walaupun
tidak ada ketetapan dari al-Syari’ Al-
Syari’ han mengatakan  bahwa
kesaksian hanya sah dari seorang yang
dewasa. Kasus-kasus penganiayan yang
terjadi di kaliingan anak-anak, yang sulit
mencari persgksian dari orang dewasa.
Persaksian .alnak-anak menjadi bahan
pertimbangani] Hal serupa diterapkan
dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia
dewasa ini.

Dari dfaian dan contoh-contoh di
atas, tamp'e‘klah akan  pentingnya
pertimbangan{| maqasid al-syari’ah dan
metode memahaminya untuk
memperkuat idan mempertajam analisis
metode al—nif,sé]i[z al-mursalah scbagai
corak penalaran Jstislahi bagi setiap

e
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upaya pengembangan dan dinamika
hukum Islam.

D. Sadd al-Zari’ah

Metode kedua dari corak
penalaran istislahi ~ yang  perlu
dikembangkan adalah al-zari’ah.
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam
pembahasan yang terdahulu, bahwa
menurut bahasa atau etimologi, al-zari’ah
berarti al-wasilah®® Sedangkan secara
terminologi adalah  jalan yang
menyampaikan atau membawa kepada
keharaman atau kehalalan.*

Dari batasan istilah tersebut,
ulama usul fikih membagi al-zari’ah itu
kepada dua bentuk, yaitu fath al-zari’ah
dan sadd al-zari’ah®' Fath al-zari’ah
adalah membuka jalan atau wadah yang
dapat membawa kepada suatu
kemashlahatan. Sedangkan sadd al-
zari’ah adalah menutup atau menghambat
jalan atau wadah yang dapat diduga
membawa kepada kerusakan atau
kemafsadatan.

Apabila metode istihsan banyak
dikembangkan oleh ulama Hanafiah, al-
masalih al-mursalah dikembangkan dan
digunakan oleh ulama Malikiyah, maka
metode al-zari’ah ini dipopulerkan dan
dikembangkan oleh ulama Hanabilah,
disamping banyak juga dipakai oleh
Imam Malik.”’ Dalam mazhab Hanbali,
Ibnu Qayyim al-Jauziah adalah salah
seorang ulama yang banyak memaparkan
telaah tentang al-zari’ah ini. Menurut
Ibnu Qayyim hampir seratus ayat al-
Qur’an dan hadis yang berkaitan dengan
urgensi al-zari’ah. Antara lain adalah
sebagaimana firman Allah dalam surat al-
Nur [24] ayat 31:

) o AL elad ol oYy
“Dan janganlah mereka memukulkan

kakinya agar diketahui perhiasan yang
mereka sembunyikan”.”

- -
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Jurnal Kajian Hukum Islam

Sedan hadis Nabi Muhammad
Saw. yaitu:3

o 9 Tz Y Byl o sy ke i o
U1 Bylsg podl (D oy L ity 1N Bs1 B

“Nabi Saw. mengharamkan seorang laki-
laki berada di tempat yang sepi dengan
wanita yang boleh dikawini (ajnabiyyah)
sekalipun ketika membaca al-Qur’an,
dalam perjalanan, waktu menjalankan
ibadah haji dan mengunjungi orang tua.”

Ayat dan hadis tersebut
merupakan dasar untuk berpegang kepada
al-zari’ah. Larangan utama ayat di atas
adalah memperlihatkan perhiasan bagi
kaum wanita. Akan tetapi dengan
menghentak-hentakkan kakinya dapat
membawa kepada penampakan perhiasan,
maka menghentakkan kakinya pun
dilarang oleh Tuhan.

Demikian juga kandungan hadis
tersebut di atas yang berisi tentang
larangan Tuhan, di mana larangan utama
Tuhan tersebut adalah melakukan
perbuatan cabul atau perzinaan. Akan
tetapi karena berada di tempat yang sepi
lagi dalam keadaan berduaan antara laki-
laki dan perempuan yang bukan
muhrimnya (khalwat) dapat
menimbulkan  kecurigaan  terjadinya
perbuatan cabul, maka berada di tempat
yang sepi lagi berduaan antara laki-laki
dan perempuan yang ‘bukan muhrimnya
itu pun juga tidak diperbolehkan.

Bertolak dari uraian di atas,
tampaklah bahwa al-zari’ah tidak hanya
dipergunakan oleh hampir semua ulama
dari berbagai mazhab, akan tetapi lebih
dari itu, al-zari’ah memiliki landasan-
landasan nass baik al-Qur’an maupun
hadis.

Lebih lanjut, persoalan dalam
kajian ini adalah bagaimanakah kaitannya
al-zari’ah dengan magqasid al-syari’al?
Sejauh manakah urgensi pertimbangan
magqasid al-syari’ah dalam mempertajam
analisis metode al-zari’ah sebagai corak
penalaran istislahn?
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Al-zari’ah adalah mefode ijtihad
yang meletakkan penekanan pada
dampdk suatu tindakan (al-nazar fi al-
ma’alaf).”® Dalam kaitan sf-nazar ff al-
ma’alat ini ada dua bentuk perbuatan
scorang mukallaf yang memiliki dampak
yang - berbeda. Pertama, perbuatan
seorang mukallaf yang memiliki potensi
maslahah. Oleh karena terdapatnya sifat
positif tersebut, maka perbuatan tersebut
dianjurkan  oleh  al-Syari”.  Kedua,
perbuatan mukallaf yang mengandung
poténsi mafsadah atau kecenderungan
-menghilangkan  kemaslahatan. Karena
terdapatnya sifat negatif itu, perbuatan
“tersebuit  dilarang  oleh  al-Syari’
melakukannya.

Sebagai suatu metode, al-zari’ah
dapat pula dipertajam dengan metode
pemahaman maqgasid al-syari’ah yakni
metode penelitian ‘illah perintah dan
‘illah larangan yang dikemukakan oleh
al-Syatibi secara lebih mendasar. Dimana
menurut  al-Syatibi, al-zari’ah ini
memberikan penekanan pada dampak
suatu tindakan, sabab (kausa) dan
dampak yang ditimbulkannya terhadap
musabbab (efek). Balk efek ito
dikehendaki oleh yang melakukan kausa
atau tidak. Kedudukan antara sebab dan
efek adalah sama karena suatu' efek
timbul dari suatu sabab atau kausa. Orang
yang melakukan kausa  dianggap
melakukan  efek>® Oleh sebab itu
kedudukan hukumnya adalah sama.

Berbicara tentang suatu kausa
dalam suatt metode ijtihad atau
pengembangan hukum, pada dasarnya
berbicara tentang upaya prevensi dan
rekayasa dari suaty sistem dalam
mewwjudkan  maqgasid  al-syari’ah.
Sebaliknya pula pertimbangan maqasid
al-syari’ah baik substansi maupun
metode dapat mempertajam analisis
metode  al-zari’ah  sebagai  corak
penalaran istisiahi.

Deniikianlah pembahasan yang
dapat diuraikan, dan dari -penjelasan-
penjelasan yang telah dikemukakan itu,
tampak bahwa pengembangan lanjut
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metode-metode ijtihad yang telah dibuat
oleh para .julama khususnya dalam
pembahasan ini adalah corak penalaran
Istislalii (al-masalif al-mursalah dan al-
zar] 'alj) sangat dimungkinkan dan dapat
berperan besar dalam memberikan
pemecahan terhadap masalah-masalah
hukum yang ‘muncul dewasa ini, apabila
diberi muatan dan pendekatan maqasid
al-syari’ah |} sebagaimana yang
dikemukakan‘ bleh al-Syatibi.

E. Penutup

Penalafan istislahi adalah upaya
penggalian hitkum yang bertumpu pada
prinsip-prinsiy ~ kemaslahatan  yang
disimpulkarr;jari al-Qur’an dan hadis.
Artinya kemaslahatan yang dimaksudkan
di sini adalah;kemaslahatan yang secara
umum ditunjuk oleh kedua sumber
hukum tersebut. Artinya kemaslahatan
itu tidak dapat dikembalikan kepada
suatu ayat atau hadis secara langsung
baik melalui: penalaran bayan/ atau
ta’fili, melainkan dikembalikan kepada
prinsip umuim kemaslahatan yang
dikandung ! oleh 7ass. Dalam
perkembangany pemikiran usul fikih,
corak penalaran istislahi  sebagai
metodologi pémbaharuan hukum Islam
ini tampak anfara lain dalam metode al-
maglahah al-mursalah dan saddu al-
zari’ah. ;

chudukan al-masalih  al-
mursalah dapat dikaitkan dengan analisis
magqasid al—syan ‘ah. Analisis ini dapat
melahirkan dua dampak positif. Pertama,
dapat menampakkan titk temu
perbedaan péndapat antara ulama yang
menggunakan al-masalif al-mursalah.
Kedua, analisis keterkaitan ini dapat
menunjukkan 'bahwa betapa pentingnya
magqasid  al-syari’ah dalam rangka
penajaman analisis metode al-masalih
al-mursalah sebagai corak penalaran
istislahi untuk memecahkan
permasalahan-permasalahan hukum
dalam Islam.

Penajaman metode ijtihad al-
magsalih  al-mursalah sebagai corak

_— Kutbuddin Aibak



penalaran istislahi dapat dilakukan
dengan pemahaman magqasid al-syari’ah
itu sendiri. Al-zari’ah adalah metode
ijtihad yang meletakkan penekanan pada
dampak suatu tindakan (an-nazar fi al-
ma’alat). Dalam kaitan an-nazar fi al-
ma’alat ini ada dua bentuk perbuatan
seorang mukallaf yang memiliki dampak
yang berbeda. Pertama, perbuatan
seorang mukallaf yang memiliki potensi
maslahah dan ini dianjurkan oleh al-
Syari’. Kedua, perbuatan mukallaf yang
mengandung potensi mafsadah atau
kecenderungan menghilangkan
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